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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapat bukti empiris tentang pengaruh 
kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan 
wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Kota Surakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak hotel yang 
terdaftar di DPPKA Kota Surakarta. Sampel yang diolah dalam penelitian ini 
sebanyak 49 sampel dan menggunakan convenience sampling sebagai teknik 
pengambilan sampel. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
analisis regresi linier berganda dengan koefisien determinasi (R
2
), uji F dan uji t 
yang terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji 
normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas sebelum melakukan 
pengujian hipotesis. 
Penelitian ini menemukan bahwa variabel kualitas pelayanan, kewajiban 
moral dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Kota Surakarta dengan tingkat 
signifikan 0,000 < 0,05. Hasil koefisien determinasi (adjusted R
2
) sebesar 0,329 
sehingga variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Kota 
Surakarta dipengaruhi sebesar 32,9% terhadap variabel independennya yaitu 
variabel kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan, sedangkan 
67,1% dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian ini. 
 












A. Latar Belakang Masalah 
Suatu negara dalam menjalankan penyelenggaran pemerintahan 
membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan pelaksanaan 
pembangunan. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan 
adalah melalui penerimaan pajak. Pajak memiliki peranan penting dalam 
pelaksanaan pembangunan suatu negara yang membutuhkan dana besar untuk 
kemajuan negara. Pajak merupakan salah satu elemen penting dalam mengelola 
pendapatan nasional, terutama di negara maju dan telah memainkan peran penting 
dalam masyarakat beradab sejak ribuan tahun yang lalu (Widiastuti dan Laksito, 
2014). Dengan adanya kebijaksanaan mengenai pelaksanaan otonomi daerah, tiap 
daerah mempunyai tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-
undangan. Termasuk juga pemerintah daerah untuk menggali sumber penerimaan 
daerah. Sumber penerimaan daerah dapat diperoleh dari pendapatan asli daerah 
(PAD). Pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 
penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan 
daerah. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin naik seiring dengan 
berkembangnya pariwisata di Kota Surakarta adalah Pajak hotel. 
Beberapa kajian teori yang telah dilakukan sebelumnya oleh Sanjaya 
(2014) membahas mengenai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar hotel. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh I Putu Adi Putra Sanjaya (2014). Perbedaan penelitian ini 
dengan penelitian Sanjaya (2014) adalah terletak pada objek penelitian. Objek 
penelitian ini adalah wajib pajak hotel yang terdaftar di DPPKA Kota Surakarta, 
sedangkan objek penelitian Sanjaya (2014) adalah wajib pajak hotel yang terdaftar 
di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Berdasar latar belakang masalah di atas 
peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut 
dan melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Kualitas 
Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Di Kota Surakarta”. 
 
B. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai 
dengan adanya penelitian ini adalah: 
1. Membuktikan secara empiris pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan 
wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Kota Surakarta. 
2. Membuktikan secara empiris pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan 
wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Kota Surakarta. 
3. Membuktikan secara empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan 
wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Kota Surakarta. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Pajak 
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan 
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum 
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Dan Tata Cara Perpajakan, mendefiniskan pajak sebagai kontribusi wajib kepada 
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
 
B. Fungsi Pajak 
Menurut Mujiyati dan Abdul Aris (2014: 8) pajak mempunyai empat 
macam fungsi, yaitu: 
1) Fungsi anggaran (budgetair) 
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran negara. 
2) Fungsi mengatur (regulerend) 
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijasanaan pajak. 
Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri 
maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. 
3) Fungsi stabilitas 
Dengan adanya pajak, pemerintah memliki dana untuk menjalankan 
kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflansi dapat 
dikendalikan.  
4) Fungsi redistribusi pendapatan 
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai 
semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan 
sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat 
meningkatkan pendapatan masyarakat. 
 
C. Sistem Pemungutan Pajak 
Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan menurut 
Resmi (2011: 11), yaitu: 
1) Official assessment system 
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan 
untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 
2) Self assessment system 
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam 
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.  
3) With holding system 
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga 
yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 
Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.  
 
D. Pajak Hotel 
Pajak hotel menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas pelayanan yang disediakan 
oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk 
jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, 
 5 
gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan 
sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 
 
E. Kualitas Pelayanan 
Menurut The American Society of Quality Control, kualitas adalah 
keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk atau jasa menyangkut 
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau 
yang bersifat laten (Nugroho, 2005:60) dalam (Dharma dan Suardana, 2014). 
Boediono dalam Larasati (2013) menyebutkan bahwa pelayanan adalah suatu 
proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan 
kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. 
Kualitas pelayanan juga dinilai sebagai perbandingan antara harapan yang 
diinginkan oleh pelanggan dengan penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari 
suatu penyediaan layanan (Cronin, 1992) seperti dikutip (Sanjaya, 2014). 
 
F. Kewajiban Moral 
Kewajiban moral menurut Ajzen (2002) dalam Sanjaya (2014) adalah 
moral yang berasal dari masing-masing individu yang kemungkinan orang lain 
tidak memilikinya. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Dengan 
aspek moralitas dari wajib pajak akan meningkatkan kecenderungan dari wajib 
pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. 
 
G. Sanksi Perpajakan 
Sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu 
peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari 
pelanggaran atas hak suatu pihak atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah 
ditentukan (Purwono, 2010: 68). Sanksi merupakan hukuman negatif kepada 
orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi 
perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan 
dengan cara membayar uang (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). 
 
H. Kepatuhan Wajib Pajak 
Muliari dan Setiawan (2011) dalam Winerungan (2013) mendefinisikan 
kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua 
kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks 
kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa Wajib Pajak berusaha 
untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku. 
 
I. Kerangka Pemikiran 
Untuk lebih memperjelas tentang pengaruh kualitas pelayanan, kewajiban 
moral dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dibuat 





Kualitas Pelayanan (KP) 
Kewajiban Moral (KM) 
Sanksi Perpajakan (SP) 
Kepatuhan Wajib Pajak 
(KWP) 
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J. Pengembangan Hipotesis 
Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Sanjaya (2014) membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 
positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas 
Pendapatan Kota Denpasar. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan 
kepada wajib pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 
memenuhi kewajibannya, dan juga sebaliknya. 
H1: Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak hotel. 
2. Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Penelitian yang dilakukan Sanjaya (2014) dibuktikan bahwa kewajiban 
moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 
hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Semakin tinggi kewajiban moral yang 
dimiliki wajib pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 
memenuhi kewajibannya, dan juga sebaliknya. 
H2: Kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak hotel. 
3. Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
Penelitian Sanjaya (2014) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan 
berpengaruh positif pada kepatuhan wajib dalam membayar pajak hotel di Dinas 
Pendapatan Kota Denpasar. Semakin baik persepsi wajib pajak mengenai sanksi 
perpajakan maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 
kewajibannya, dan juga sebaliknya. Wajib pajak yang sadar akan sanksi 
perpajakan diharapkan patuh untuk membayar kewajiban perpajakannya. 
H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak hotel. 
 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian survey dimana peneliti 
mengumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan kuesioner. 
Penelitian ini bersifat kausal, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk 
mengungkapkan permasalahan berupa sebab akibat. Dengan demikian, penelitian 
ini menggambarkan hubungan kausal antara kualitas pelayanan, kewajiban moral 
dan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 
hotel. Penelitian ini mengambil obyek penelitian di DPPKA Kota Surakarta dan 
responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak hotel di Kota Surakarta. 
 
B. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 
1. Populasi 
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh wajib pajak 
hotel yang terdaftar di DPPKA Kota Surakarta. 
2. Sampel 
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Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian wajib pajak hotel yang 
terdaftar di DPPKA Kota Surakarta. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 72 
wajib pajak hotel dengan menggunakan rumus Slovin (Wiyono, 2011:78): 
  
 
      
   
   
             
 = 71, 91 = 72 (dibulatkan) 
Keterangan: n = sampel 
   N = populasi 
   e = tingkat kesalahan pengambilan sampel 
3. Teknik Pengambilan Sampel 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 
convenience sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengumpulkan 
informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati memberikannya 
(Sekaran, 2006: 136). 
 
C. Data dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu sumber data 
penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (Indriantoro dan Supomo, 
2002:147). Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 
individu, kelompok-kelompok tertentu dan juga responden yang telah ditentukan 
secara spesifik oleh peneliti. Data diperoleh dari jawaban responden yang atas 
pertanyaan yang disajikan dalam kuisioner. 
 
D. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen dan 
variabel independen. 
1. Variabel dependen 
Variabel dependen disebut juga variabel terikat. Variabel terikat adalah 
variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi atau 
variabel yang dipengaruhi variabel lain (Sekaran, 2006: 116). Variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar 
pajak hotel di Kota Surakarta. 
2. Variabel independen 
Variabel independen disebut juga variabel bebas. Variabel bebas adalah 
variabel yang mempengaruhi variabel terikat, entah secara positif atau negatif 
(Sekaran, 2006:117). Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas 
pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan. 
 
E. Metode Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan model regresi 
linier berganda, dimana akan diuji pengaruh antara variabel kualitas pelayanan 
(KP), kewajiban moral (KM) dan sanksi perpajakan (SP) terhadap kepatuhan 
wajib pajak (KWP). Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
analisis regresi linier berganda dengan koefisien determinasi (R
2
), uji F dan uji t 
yang terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji 




ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Deskripsi Objek Penelitian 
Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak hotel yang terdaftar di Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta. 
Responden penelitian ini adalah minimal karyawan hotel yang menangani pajak 
hotel atau accounting and tax staff yang bekerja di hotel tersebut, karena wajib 
pajak ini yang dapat menikmati pelayanan di DPPKA Kota Surakarta. Kuesioner 
yang didistribusikan sebanyak 72 kuesioner. Dari jumlah tersebut 49 kuesioner 
yang dapat kembali, terisi penuh dan siap diolah, sedangkan 23 kuesioner tidak 
kembali. 
 
B. Uji Asumsi Klasik 
Pengujian kualitas data pada penelitian ini dengan menggunakan dua 
metode yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. 
1. Uji Validitas 
Secara ringkas hasil uji validitas variabel kualitas pelayanan, variabel 
kewajiban moral, variabel sanksi perpajakan, dan variabel kepatuhan wajib pajak 
dengan menggunakan program SPSS 17.00 for Windows terdapat dalam hasil 
sebagai berikut: 
a. Kualitas Pelayanan 
Tabel 4.6 
Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan 
Item rxy rtabel Keterangan 
KP1 0,420 0,281 Valid 
KP2 0,421 0,281 Valid 
KP3 0,344 0,281 Valid 
KP4 0,399 0,281 Valid 
KP5 0,572 0,281 Valid 
KP6 0,420 0,281 Valid 
KP7 0,390 0,281 Valid 
KP8 0,762 0,281 Valid 
KP9 0,666 0,281 Valid 
KP10 0,606 0,281 Valid 
KP11 0,724 0,281 Valid 
KP12 0,729 0,281 Valid 
KP13 0,626 0,281 Valid 
KP14 0,544 0,281 Valid 
KP15 0,605 0,281 Valid 
KP16 0,753 0,281 Valid 
KP17 0,346 0,281 Valid 
KP18 0,499 0,281 Valid 
Sumber: Data Diolah, 2015. 
Pada tabel 4.6 menunjukan bahwa korelasi antara masing-masing butir 
pertanyaan untuk variabel kualitas pelayanan adalah signifikan pada level 0,05. 
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Semua butir pertanyaan mengenai kualitas pelayanan (1-18) memiliki nilai rhitung 
lebih besar dari rtabel (rhitung > rtabel). Jadi dapat disimpulkan bahwa semua butir 
pertanyaan tentang kualitas pelayanan adalah valid. Hasil uji validitas variabel 
kualitas pelayanan dapat dilihat pada lampiran. 
b. Kewajiban Moral 
Tabel 4.7 
Uji Validitas Variabel Kewajiban Moral 
Item rxy rtabel Keterangan 
KM1 0,780 0,281 Valid 
KM2 0,856 0,281 Valid 
KM3 0,879 0,281 Valid 
KM4 0,707 0,281 Valid 
Sumber: Data Diolah, 2015. 
Nilai rtabel untuk sampel taraf signifikansi 0,05 adalah 0.281. Pada Tabel 
4.7 menunjukan bahwa semua butir pernyataan tentang kewajiban moral adalah 
valid, karena nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel dengan taraf signifikansi 0,05 
(rhitung  > rtabel). Dengan demikian semua butir pernyataan tentang kewajiban moral 
adalah valid. Hasil uji validitas variabel kewajiban moral dapat dilihat pada 
lampiran. 
c. Sanksi Perpajakan 
Tabel 4.8 
Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan 
Item rxy rtabel Keterangan 
SP1 0,685 0,281 Valid 
SP2 0,775 0,281 Valid 
SP3 0,838 0,281 Valid 
SP4 0,855 0,281 Valid 
SP5 0,795 0,281 Valid 
Sumber: Data Diolah, 2015. 
Pada tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan variabel 
sanksi perpajakan dapat dikatakan valid. Hal tersebut dikarenakan nilai rhitung 
lebih besar dari nilai rtabel (rhitung > rtabel) dengan taraf signifikan 0,05, jika nilai 
rhitung lebih besar dari nilai rtabel maka item dikatakan valid. Hasil uji validitas 
variabel sanksi perpajakan dapat dilihat pada lampiran. 
d. Kepatuhan Wajib Pajak 
Tabel 4.9 
Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 
Item rxy rtabel Keterangan 
KWP1 0,698 0,281 Valid 
KWP2 0,828 0,281 Valid 
KWP3 0,825 0,281 Valid 
KWP4 0,830 0,281 Valid 
KWP5 0,509 0,281 Valid 
Sumber: Data Diolah, 2015. 
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Pengujian validitas variabel kepatuhan diperoleh semua butir pertanyaan 
untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah valid. Nilai rhitung pada tabel lebih 
besar dari rtabel (rhitung > rtabel), sehingga variabel kepatuhan wajib pajak 
dinyatakan valid dengan taraf signifikan 0,05%. 
2. Uji Reliabilitas 
Setelah uji validitas, maka langkah selanjutnya adalah pengujian 
reliabilitas. Kriteria keputusan instrumen penelitian ini adalah dapat dikatakan 
reliabel atau handal apabila nilai Cronbach’s Alpha (α) > 0,70. Berikut hasil 
pengujian reliabilitas variabel kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi 
perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. 
Tabel 4.10 
Uji Reliabilitas Masing-Masing Variabel 
Variabel Cronbach’s Alpha Nunally Keterangan 
Kualitas Pelayanan 0,851 0,70 Reliabel 
Kewajiban Moral 0,807 0,70 Reliabel 
Sanksi Perpajakan 0,848 0,70 Reliabel 
Kepatuhan Wajib Pajak 0,717 0,70 Reliabel 
Sumber: Data Diolah, 2015. 
Hasil uji reliabilitas terhadap semua variabel dengan Cronbach’s Alpha (α) 
pada tabel 4.10 menunjukan bahwa Cronbach’s Alpha (α) > 0,70 berarti 
menandakan variabel kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi perpajakan, dan 
kepatuhan wajib pajak adalah reliabel. 
 
C. Analisis Data Diskriptif 
Untuk mengetahui tingkatan indikator kualitas pelayanan, kewajiban 
moral, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak maka digunakan 
analisis deskriptif dengan bantuan program SPSS 17.00 for Windows. Adapun 
hasilnya sebagai berikut: 
Tabel 4.11 
Statistik Deskriptif 
Variabel N Minimum Maximum Mean 
Kualitas Pelayanan 49 41.00 68.00 51.0612 
Kewajiban Moral 49 8.00 16.00 12.2041 
Sanksi Perpajakan 49 10.00 20.00 14.0816 
Kepatuhan Wajib Pajak 49 9.00 20.00 16.0816 
Sumber: Data Diolah, 2015. 
 
D. Uji Asumsi Klasik 
Pengujian yang dilakukan dalam uji asumsi klasik di penelitian ini 
meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. 
1. Uji Normalitas 
Pengujian normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 
apakah data memiliki distribusi yang normal. Dalam penelitian ini dilakukan 
dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel 4.12. 
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Tabel 4.12 
Hasil Uji Normalitas 
Variabel Kolmogorov-Smirnov Pvalue Keterangan 
Unstandardized Residual 0,652 0,789 Normal 
Sumber: Data Diolah, 2015. 
Hasil pengujian diperoleh nilai Kolmogorov Smirnov  sebesar 0,652 
dengan nilai signifikan atau Pvalue sebesar 0,789 yang lebih besar dari α = 0,05 
(0,789 > 0,05). Sehingga menunjukan bahwa distribusi data dalam penelitian ini 
normal. 
2. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas 
dalam penelitian ini dilihat dari nilai tolerance dan besaran VIF (Variance 
Inflation Factor). 
Tabel 4.13 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel Tolerance VIF Keterangan 
Kualitas Pelayanan 0,881 1,135 Tidak terjadi multikolinearitas 
Kewajiban Moral 0,890 1,124 Tidak terjadi multikolinearitas 
Sanksi Perpajakan 0,874 1,144 Tidak terjadi multikolinearitas 
Sumber: Data Diolah, 2015. 
Hasil pengujian nilai tolerance masing-masing variabel independen 
menunjukan bahwa tidak ada variabel independen meliputi kualitas pelayanan, 
kewajiban moral, dan sanksi perpajakan yang memiliki nilai tolerance kurang dari 
0,10 (tolerance > 0,10). Pada tabel 4.13 terlihat bahwa masing-masing variabel 
independen memiliki nilai VIF berada sekitar 1-10 (VIF < 10). Sehingga dapat 
dinyatakan juga model regresi ini tidak terdapat multikolinearitas. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 
pengamatan yang lainnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas 
dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser atau absolut residual dari data. 
Suatu model regresi dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitass apabila nilai 
signifikan yang diperoleh lebih dari 0,05. 
Tabel 4.14 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Variabel T-hitung Sig Keterangan 
Kualitas Pelayanan 0,151 0,880 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Kewajiban Moral -0,460 0,641 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Sanksi Perpajakan -0,792 0,433 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Sumber: Data Diolah, 2015. 
Hasil pengujian menunjukan bahwa probabilitas atau nilai signifikan 
masing-masing variabel lebih dari 0,05, untuk itu dapat disimpulkan bahwa tidak 
terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 
 12 
E. Regresi Linear Berganda 
Hasil pengujian regresi linear berganda dengan variabel dependen 
kepatuhan wajib pajak ditunjukan pada pembahasan berikut: 
Tabel 4.15 
Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda 
Variabel Coefficients thitung p Keterangan 
Konstanta 1,590 0,509 0,613 
 
Kualitas Pelayanan (KP) 0,151 2,445 0,018 Signifikan 
Kewajiban Moral (KM) 0,310 2,226 0,031 Signifikan 
Sanksi Perpajakan (SP) 0,212 2,058 0,045 Signifikan 
Sumber: Data Diolah 2015. 
Dari hasil pengujian regresi berganda pada tabel diatas dapat dibuat persamaan 
regresi sebagai berikut: 
KWP = 1,590 + 0,151KP + 0,310KM + 0,212SP + e 
α = 1,590 
Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai konstanta sebesar 1,590 
dengan parameter positif menunjukan terjadi kenaikan kepatuhan wajib pajak. 
β1 = 0,151KP 
Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukan koefisien regresi kualitas 
pelayanan memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 0,151 yang berarti setiap 
terjadinya peningkatan kualitas pelayanan maka terjadi pula peningkatan 
kepatuhan wajib pajak. 
β2 = 0,310KM 
Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukan koefisien regresi kualitas 
pelayanan memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 0,310 yang berarti setiap 
terjadinya peningkatan kewajiban moral maka terjadi pula peningkatan kepatuhan 
wajib pajak. 
β3 = 0,212SP 
Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukan koefisien regresi kualitas 
pelayanan memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 0,212 yang berarti setiap 
terjadinya peningkatan sanksi perpajakan maka terjadi pula peningkatan 
kepatuhan wajib pajak. 
 
F. Uji Hipotesis 
1. Uji F 
Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi dengan 
variabel dependen dan variabel independen mempunyai pengaruh secara statistik. 
Pengujian ini menggunakan tingkat signifikan 0,05. Hasil Uji F sebagai berikut: 
Tabel 4.16 
Hasil Uji F 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 123.091 3 41.030 8.852 .000
a
 
Residual 208.582 45 4.635   
Total 331.673 48    
Sumber: Data Diolah, 2015. 
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Nilai Fhitung sebesar 8,852 > Ftabel sebesar 3,23, apabila dibandingkan Fhitung 
dengan nilai Ftabel dapat dilihat bahwa hasil uji statistik dari distribusi Fhitung > 
Ftabel yaitu 8,852 > 3,23. Hasil pengujian dapat dilihat juga signifikansi sebesar 
0,000 < 0,05, hal ini menunjukan model penelitian yang fit atau kualitas 
pelayanan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. 




Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .609
a
 .371 .329 2.15294 
Sumber: Data Diolah, 2015. 
Hasil perhitungan untuk nilai R
2
 diperoleh dalam analisis regresi berganda 
diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted-R
2
 sebesar 0,329. Hal ini 
berarti bahwa 32,9% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh 
variabel kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan, sedangkan 
sisanya yaitu 67,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. 
3. Uji t 
Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing pengaruh variabel 
independen terhadap variabel  dependen. Pengujian tersebut menggunakan tingkat 
signifikan 5%. Hasil Uji t dapat dilihat di tabel 4.15, berikut kesimpulannya: 
a. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
Pada tabel 4.15 dapat diketahui bahwa nilai thitung sebesar 2,445 > ttabel 
sebesar 2,021 dengan signifikansi 0,018 (p < 0,05) maka Ho ditolak, yang 
berarti bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel kualitas pelayanan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 
b. Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
Pada tabel 4.15 dapat disimpulkan bahwa nilai thitung sebesar 2,226 > ttabel 
sebesar 2,021 dengan signifikansi 0,031 (p < 0,05) maka Ho ditolak, yang 
berarti bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel kewajiban moral 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 
c. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
Pada tabel 4.15 dapat diketahui bahwa nilai thitung sebesar 2,058 > ttabel 
sebesar 2,021 dengan signifikansi 0,045 (p < 0,05) maka Ho ditolak, yang 
berarti bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel kewajiban moral 




Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini mengenai kualitas 
pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar hotel di Kota Surakarta dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Hasil penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa variabel 
kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan berpengaruh 
positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan 
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dengan Nilai Fhitung sebesar 8,852 > Ftabel sebesar 3,23 (p = 0,000) 
signifikan pada tingkat kepercayaan 0,05. 
2. Nilai adjusted-R2 sebesar 0,329, hal ini berarti sebesar 32,9% variabel 
kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel kualitas pelayanan, 
kewajiban moral dan sanksi perpajakan, sedangkan sisanya yaitu 67,1% 
dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. 
3. Kualitas pelayanan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar pajak hotel di Kota Surakarta. 
4. Kewajiban moral mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar pajak hotel di Kota Surakarta. 
5. Sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar pajak hotel di Kota Surakarta. 
 
B. Saran 
Dari hasi penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran sebagai 
berikut: 
1. Bagi DPPKA Kota surakarta dan Pemerintah Kota Surakarta 
Diharapkan DPPKA Kota Surakarta dapat terus meningkatkan kualitas 
pelayanan bagi wajib pajak, agar wajib pajak merasa puas akan pelayanan 
yang diberikan dan membuat wajib pajak sadar akan tanggung jawabnya 
membayar pajak. Selain itu, Pemkot Surakarta tetap menjaga kebijakan 
pengenaan sanksi perpajakan agar memberikan efek jera bagi wajib pajak 
yang melanggar aturan, namun Pemkot Surakarta diharapkan pula 
transparan dan jujur dalam pengelolaan keuangan daerah. 
2. Bagi wajib pajak hotel 
Diharapkan wajib pajak hotel dapat meningkatkan kewajiban moralnya 
untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang akan meningkatkan 
penerimaan negara. 
3. Bagi penelitian selanjutnya 
Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah maupun menggunakan 
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